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PERATURAN DAERAI
FABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 3 TAHUN 2004

TINTANG

AN M FUANGAN DEWAN PERWAKILAN RABYAT DAERATL

NABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RATIMAT TUHAN VANG MATLS RN

SMermn b

BUPATI ROTE NDAGQ

bahwa kedudukan Weuangan Dewan Perviakilan Rakyat
Dacrah ( DPRD ) yang diatur  dengan Peraturan
Pemeintah Nomor 110 Tahun 2003 periu diatur lebib
lanjut dengan Peraturan Daeraly;

bahwa berhubuag dengan hal tersebut di atas, dipandang
perle ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang — undang Nomor 4 tahun 1999 teptang Susunan
dan  Kedudukan Majelis  Permusyawaratan Ralyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  ( Lemabaran Negara
Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3811 )% ’

Cndupe - updang Nomor 22 lahu 1999  tentang
Pemerintahan  Duacrah ( Lembavan Negara Tahun 1999
Nomor 60, Uambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

Vindane - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbungan - Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan
Dacral:  ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

(SN



Cndane - undsng Nemor 29 Tahun {999  tentang
Penyelenggaeain Negara Vang hersih dan bebas davi
Korupsi, Kolust dan Ncopotisme ( Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
“Noimor 3831 )

(mdang — undang Nomor 9 Tahun 20062 tentang

Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa

[engoara {iour (- Lembaran Negara  Republik
mdonesia  ahun 2002 Nomor « 22, Tambahan
Cembaran Negara Nomor 4184 )

Peraturan Pemerintah Nomor 238 Tahun 2000 tentang
Newenangan  Penerintah dan Kewenangan Propinsi
sehagai Daerah Otonomi  { Lembaran  Negara Tahun
2000 Nomor 54, Vambahan Lembaran  Negara
Nomaor 3932 ).

Peratiran Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan ( Lembavan Negara Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Tembaran Negara Nomor 021 );
eraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang
dengelolaan dan Pertangung jawaban Keuangan Daerah
( Lembaran  Negara Tahun 2000  Nomor 202,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Nomor 4022 )

]
i

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2z00U tentang
Pinjaman  Dacrah ( [embaran  Negara Tahun 2002
Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023 )3

Persturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggung jawaban  Kepala Daerah
( Lembaran Negara ‘Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
embaran Negara Nomor 4028 );

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang
Ledudukan  Keuangan  Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );

Pepaturan  Pemerintah  Nomer 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan Pengawasan atus Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan I.embaran Negara Nomor 4028 );

v
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13, INeputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 2001 tentang
Tehnik Penyusunan  Peraturan Perundang - undangan,
Rancangan  Peraturan Pemerintah  dan  Rancangan
Keputusan Presiden;

14 Keputusan Menteri Dalam  Negeri dan Otonomi
Dacrah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentul -bentuk
Produk Hulkum Dacrahy

)

1%, Peraturan Daecrah  Kabupaten Rote Ndaco Nomor 1
Tahun 2003 tentang  Pokok - pokol  Pengelolaan
fweuangan Daerab.

Dengan  persciujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
MEMUTUSKAN

Vienetaplon PERATURAN DAERATLI NABUPATEN ROTE NDAO TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT
DAERAN KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB |

WETENTUAN UMUNM

Pasal i
Dalum Deraturan Daerahing yvang dimaksud dengan

Dewan  erwakilan Rakyat Daerah  selanjutnya  disebut NDPRD
cdalah Badan® Legislatif Daerah Kabupaten Rote Ndao:

Pimpinan DPRD adalah Ketun dan Wakil Ketuag

wnewota DPRIY adalah mercka  vang diresmikan keanggotaannya
webavai  pnggora  DPRD - dan telah  menggucapkan sumpah / janji
Lopdesarkan ketentuan Perundang - undangan;

o sekretarint adalah Perangkat  yang membantu  DPRD  dalam
merny elenggarakan tgas dan kewenangannya;

seloetaris DPRD adalah Pejabat yang menimpin Sekeetaviat DPRD
vime  dinnglat oleh [Kepala Pracrah dan berstatus Pegawai Negeri
Sipil vang memenuii persyiraian atas persetujuan Pimpinan DPRD

San datam melaksanakan o rugaspya berada  «i bawah  don

(38

perrpnecung jawab kepada Panpinan DPRI
fany  lepresentasi adainh usny vang diberilan pepadu Pimpinan
T anesct schubungan dengan kedudukannya sehag Pimpinay

dan Anwaata PPRD:



v Uang Paket adalah wang yang  diberikan kepada Pimpinan dan
vogeota  DPRED dafam wenshadivi dan mengikuti vapat — rapat
yung terdirt dari cang transport lokal dan vang imaian,

¢ Pyniangan Jabatan adalah ang vang diberikan - kepada  Pimpinan
DPRD schubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan:

o Tunjungan Komisi adalah  uvang  yang  diberikan kepada Anggota
DPRD  schubungan  dengan  kedudukannya  sebagai  Ketua, Wakil
Ivetua, Sekretaris dan Anggota Komisi;

i1, lunjangan Panitia  adalah uang yang diberikan kepada Anggota
DPRD  schubungan  dengan  kedudulaannya sebagai  Ketua, Walkil
Ivetua, Sekretaris dan Anggota Panitia;

|2, Binye Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk
menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

3 Tunjangan Khusus adalah vang yang diberikan kepada Pimpinan
daii Anggota untul pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan
ketenfuan perpajakan yang beclakug

L4 Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan  adalah uang  yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

BAB I

INEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
Bagian Pertama
Penghasilan Tetap

Pasal 2
Penglasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari

A bang Representasic
o Lange Pakets
Cunjangan dabatai
anianean Nomise
Tunjanvan Khusus:
unjangan Perbaikan Penghastlan,

Pasal 3

Pipinan dan Angeota DPRD mencerima aang Representasi:
(03 Besarnya uang Representasi bagi Ketua DPRD Kabupaten paling

iingei 60 % (enam puluh perseratus ) dari gaji pokok Bupati
(37 Besarnyn nang Representasi \Wakil Kerua DPRD Kabupaten paling
Tingei 20 % (sembilan pululi perseratus ) dart uang Representasi

hetua DPRILDe:



)

Besarnya  uvang  Representasi Anggota  DPRD  Kabupaten paling
Tinggi 80 % ( delapan pulub perseratus ) dari uang Representasi
Ketua DPRD;

Selain uang Representasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD  di
berilkun tunjangan Keluarga dan tunjangan beras;

Tunjangan  sebagaimana  di maksud pada ayat (8) besarnya sama
dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4
Pimpinan dan Anggota DPRD di berikan Uang Paket:

Besarmya Uang Paket sebaguinana di maksud pada ayat (1) paling
fingel 28 % (dua pulub fima  perseratus ) dari uang Representasi

yang bersangkutan.

Pasal S

brepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jfabatan;
Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
paling Gnggei 30 % ( luna puluh perseratus ) dari uang representasi

vang bersanglkutanr

Pasal 6
Buvl  Anuevota DPRD dalam kedudukannya  schagai  oetua, Wakil
netuas Sekrewaris  dan Anggota Nomnsi o diberikn Cungangas
N omisi: ’
Besarnyi Punjongan Nomisi schaeaimang  dizeaiod pada avat {1
sehagai berikut

a Ietui paling tinggi 20 % (dua puluh perseratus ) dari Tunjangan
Jabatan Ketua DPRI:;

bo Wakil Retua paling  tinggi 15 %  (lhisa belas perseratus ) dari
Funjangan Jabatan Ketua DPRID:

voosekretaris o paling dnggi 15 % (lima belas perseratus ) dari
Tunjangan Jabatan Ketuax DPRD;

A, Anggota paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus ) dari Tunjangan
Jabhatan Ketua DPRD.

Pasal 7

Punpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Nhusus.

Pasal 8

Phupinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan
Penghasilan yvag besarnya sama dengan ketentuan yang: berlaku bagi
Pegawai Negeri Sipil.



Bagian Kedua
funjangan Panitia

Pasal 9

(L) Anggota DPRD. dalam kedudukannya sebagai ietua, Wakil Ketua,
Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia;
{2y Besarnya tunjangan Panitia sehagaimana di maksud pada ayat (1)

1

sebaval bheeilkuat ;
acbetur paiing tinger 15%  (lima belax perseratus ) dari Tunjangan
Jabatan Kewa DPRD:

e S akil Netua paling gl
Thwmjangan Jabatan Ketan

1O % (sepufuiy persoradas ) dari

Sefiretaris paling toeed 6 Tl seeoduls peesersius o dun

Cunjangan Jdabietin Delag U

i yenepyy v tingen e Neue perseeatae ) oodari Disgjangan
A albiataga ;'\.;'|Il;x :‘Jl':{!I
V) s .
o
Sedpote 88 BLORLLLGE

SRR I L

Idsy sd3 5y Y o 200 [ES SRS & PY Y I veeldld 't '..;'.l.'l'-fh.:: l\-.';la“in ‘Hl“l)“‘d“
Vit e 0y dh bewdiion Punfangan Weseletan;
tebthots T R R L T CF AR I E R K1) (i s s p:u‘;,- AL -'!) (23]
bedd Wof Ii o R 1" i

st tapiean ataa \aggota geninggal  dunia atad tewas kepada

shbc wareny s di hertdim

1 1

g PDuka SYalal sebesar 3 (riga) Kali uang Representasi atau
apabily  meningeal  dunia dalam menjalankan  rtugas  di berikan
unng dula fewas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi:
Cantuan Hhnve penguangkutan jenazab ke tempat pemakaman,

Pasal |12

(0 hem DPRDY disediatean vumah jabatan beserta  periengkapanny:
dane { (st ) unal kendaraan dinas: ‘

(23 Wakil Wetua DPRD disedialan 1 (satu) unit kendaraan dinas ;

() Biava o pemeliharaan rumabh jabatan  beserta  perlengkapan  dan
kendaraan dinas sebhagaimana i maksud pada avat (1) dan ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(4 Apabilah Pimpinan DPRD berhenti dan berakhir masa baktinva,
rinnalhy jabatan beserta  pervlengkapannya  dan  kendaraan dinas  di
seeahRan kembali dalam Keadaan baik Kepada Pemerintah Daerah.

{’i



sttt daae wezeta DPRD dapan 7 sedinkon pakaian dinas sesta

Getias bemaingioan heaangan Duesan,

Bavian Kecmpal
Binya Keostatan DPRD
Pasal 14

i ntnt Nelancaran peialivanaan e il pada belinja
Sebeetiring DPRY dhisediakao
a0 Belanja Pevawai:
noBelanga Rarang
o Belangan Perpalanan Dioas:
do baaya Pemelihaivaan;
Byava Penunjang Kegiatan,
o sesarnya biava penunjang kegiatan DPRID iabupaicn  ditetapkan
hevdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerab schagai berikut:

A sampat dengan Rp 2,00 milvar  paling  rendah Rp 73 juta dan
paling tinggi sehesar 5 %;

v di atas Rp 2,00 milyar s /d 3,00 milvar paling rendah Rp HM) juta
dan paling tinggi sebesar 4 % '

diatas Rp 5,00 milvar s /d 10 milvar pating rendah R 2000 juta dan
afing tinggl sehesar 3 Yo

P -

-

/

doodiates Rp LG0 milyar 574 20000 milyar paiing reodais Rp 300 juii
dan paling tinggi sebesar 2 %%

voddiatas Rp 20,00 milyvar < /4 20,00 milvar paline rendab Rp 440 juta
dan pading tingai sebesar 3 %
ovias Rp 30,00 milyar s 7 d Rp 150,060 milvar paling rendah 500

‘ jura dan paling tingei schesar 4,78 %

2o atas Rp TA006 milyar s d 05 milvar paling rendah Rp 1.1253

stfa dun paling tinggi sehesar 0,50 %;

hoodi atax Rp 300,66 milyar paling rendab Rp 2,5 milyar dan paling
fingui schesar 033 %.

BAB T

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 8

L
Berdavarkan pedonm yang  diatur dalame Peraturan Dacrah  ini
paipinan DPRD dan Sekeetavis BPRD menvusnn Rencana Anggaran
Belanja DPRD.,
v



Pasal 16

(). Pengeluaran yang timbul - scbagai  akibat  Peraturan Dacrah i
menjadi beban Anggaran Pendapatan  dan Belanja  Dacrah :

(2). Peraturan  Dacrah Yangengatur Penyediaan Anggaran untul
kegiatan DPRD  di Juar yang ditetapkan dalam Peraturan  Daerah
ini  dapat dibatalkan :

(3). Pembatalan sehagaimana  dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah
i dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintal,

Pasal {7 .

Anggaran  Belanja DPRD  dan Sekretariat DPRD merupakan  bagian

yYang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Pengelolaan  keuangan DPRD dilaksanakan oleh Secretariat DPRD dan
Pertanggungjawaban Keuangan  DPRD berpedoman  pada  ketentuan
peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Permasalahan  yvang  timbul  dalam pelaksanaan  Pevaturan Daerah ini,
difasifitasi oleh Gubernur sebagai YWakil Pemerintah,

Pasal 20

Ceraturan Tats Tertib DPRD dang mengatur tentang ilak Keuangan
DPRD yang telah dibuat disesuaikan dengan Peraturan Daerabh ini.



Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini sebagai ketentuan yang bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap
orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peratruran Daerah
i1 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baz,
" pada Tanggal, 9 Januari 2004

,/'.'r o
pay

Bk Oy
&n 8 -
S GRRISTIAN NEHEMIA DILEAR
Diundangiaan di Baa . i
padastanggal 13 Januari 2004. il
PLT. S'E'KR\ETAIUS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
i o\

a2t Q/
o (L
i

o

Pormbina Utamp_Muda

A010058 222
./p,9

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004
NOMOR 002 SERI D NOMOR 002
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Pasal 16

(1. Pengeluaran yang tmbul  sebagai  akibat Peraturan  Daerah i
menjadi beban Anggaran Pendapatan  dan Belanja  Dacrah :

(2). Peraturan  Dacrah yang mengatur Penyediaan Anggaran  untul
Kegiatan DPRD  di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Dacerah
i dapat dibatalkan -

(3). Pembatalan sehagaimana  dimaksud pada ayat (2,) Peraturan Daerah
ini dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintal,

Pasal 17 .
Anggaran  Belanja  DPRD  dan Scekretariat DPRD merupakan  bagian
yYang tidak terpisahkan dapi Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18
Pengelolaan keuangan DPRID dilaksanakan oleh Secretariat OPRD dan
Pertanggungjawaban Keuangan DPRD  berpedoman  pada ketentuan
peraturan perundang - undangan yang beriaku.

BAB IV

K TENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Permasalahan yang timbul dalam  pelaksanaan Peraturan Daerah ini,
difasilitasi oleh Gubernuy sebagai YWakil Pemerintah,

Pasal 20

Peraturan Tata Pertib DPRD Yang mengatur tentang lak Keuangan
DPRD yang telah dibuat disesuaikan dengan Peraturan Dacrah ini.



PENACELASAN
ATAS
FURAN DAERMI KABUPATEN ROTE NDAO
MOMECH 2 TAHUN 2004
TENTANG
CEDUDE AN KED ANCGAN DEWAN PERWAKILAN RARKY AT DAERAI
KABUPATEN ROTE WDAOD

G
~—t
St ]
Semnt
PR
o
e
o
o

TN
sSebagaimana ditcgosikan dala D ndang - undang Nomor < tahun 1999
fentang Susunan dan Kedudukan  Majelis Pcrn'ms_v:n aratan Rakyat,
Pesaan Ferwakilan Ralkyat dan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah
oabwa sebagai Lembuaga Perwakilan Rakyat  di Daerah. DPRD
Melalisanakan  fungsi Legislotit  sepenuhnya  sebagai  penjelmaan
hedamlatun . Rakyat di Daerah, berkedudukan sejajar sebagai mitia
Pemeristtahy Dacruh, ‘

Oleh Kkarena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada
DPRD  pertu diberikan hak — hak Kkeuangan dan  administrasif yang
diatur dalam Kedudukan  Keuangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Dacrah. Penetapan Kedudukan  Keuangan  DPRD  dimaisud  periu
mempertimbangkan kemampuan  Keuangan Daerah  dan apek keadilan
dikaitkan  dengan tugas, kewenangan  dan  tanggung  jawab  dalam
melaksanakan Legislasi, Pengawasan dan Anggaran,

Atas  dasar tersebut diatas, dipandang  perlu dintur kedududkan
keaangan DPRD denean Peraturan daerah,

CPARSAL DEFNMT PASAL

RHCH TR
Cubup jelas

{Tasal Z

 Penghasitan tetap Phupinan terdivi duri Vang Representasi, Uang
Vaket, Tanjangan  Jlabatan, Tunjangan Khusus dan Tanjangan
Cerbailan Penghasifan.

Penghasilar: Tetap anggota terdiri dari Uang Representasi, Uang
Pabket, Tunjanean Komist,  Tunjangan Khusus  dan tunjangan
Perbaiikan Penghasilan.

Paal 3
Cukup jelas,



-

Pasal 4
Avat (1)
Yang dimaksud Uang Paket dalam  Ketentuan imi adalah
vang  yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Angeota  DPRD  untek  menghadiri  rapat — rapat dinas
didalam  XKota. Untule rapat — rapat dinas di luar kota di
herikan biaya  perjalanun  dinas sesuai dengan  Ketentuan
vang berfakue di Dacralh, '

.‘\.\';H ( 2 }
Cukup jelas.

Pasal A

Cukup jelas,

-asal 6

Culiup jelas

Pasal 7

Culkup jelax
Pasal &

Cukup jelas

Pasal Y
Avat (1)
Panitia yang dimaksud avat ini adalah panitia panitia sebagai
alat  kelengkapan DPRD yang dibentuk dan  disahkan olch
Rapat Paripurna DPRD.
Aot (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Avat (1)
Lukup iclas
\wai (2)
Jaminan  Asuransy yvung diberikan osetara dengan  ketentuan
vang beviaku bagi Peanwai Negeri golongan 1V,
Pasal 11
Huavul a
Culap jelas
Huruf b
iava Penganekutan joenacah diberilkan kepada Pimpinan dan
\ngeotn vang fewas dalum menjalankan tugas,

o~
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Fasal iz
Ayat (1)
Rumah jabatan dan Kendaraan dinas dimaksud tidak mewah
dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Avat (2)
Culiup jelas

Avat (3)
Clukup jolas ;

Awvat ()
Penyerahan  rumah  jabatan  beserta  perlengkapannya dan
hendaraan dinas  dilaksanakan paling lambat | ( satu ) bulan
setelaihy berakbireya jabatan,

2 P )
i -l-“l'i }.,7

Cotonizar dinas dimaksud  eediei darvi PSiE 2 (dua ) kali setahuan,
PO | ¢ sntu Y kadl setahun dan PST 1 {(satu ) Kabi lima fahuan,

Awsd 401 )

2 Vang  dimaksud  Belanja Pegawair pada Pasai it adalah
velanja Vegawai Scelectaviat D PR

i Vang dimaksud  Belania Barang adabah belanga harang tain
fusa vone dipeclukan selectariat DPREY aniak dicninjati
hedintar, DPRL
Varte  dimaksud  Bia Pecjalanan Dinas  adalab biaya
perjalanan  Dinas Pipinan  dan Angeots DPRD dan
Selkretaciat DPRD:
Biava  Perjalanan Dinas Pimpinan dan Apggota DPRD
Standarnva  disesusikan  dengan kemampuan  Keuangan
daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalana
dinas yvang beriaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan 1V
Perjalanan  Dinas  Sekvetariat D PR D disesvaikan dengat
ketentuan pevjalanan dinas Pegawai Negert sipil di Daerah;

d. Yang  dimaksud  Biaya  Pemeliharaan adalah  biaya
pemeliharaan  rumal jabatan dan  kendaraan dinas Ketua
dan Wakil Ketus D P R D serta sacana  dan prasarana
perkantoran Sekretatriat D P R D3

d. Yang dimaksud  Biaya Penunjang  kegiatan adalah  untuk
menunjong  kegiatan 1P R D yang tidak terduga dan
nenyediaan tenaga ahli serta peninglkatan kapasitas Legislatif.

Avat {(2)
{'ukup jeias

e



Ayvat (3
Cukup jetas

Pasal I8

Rencana  Ansgarvan  dimaksud  dibahas  bersamw dengan  fksekutif
untule  selanjutiya dicantumkan dalam RAPBD.  Setelah APED
ditetapkan  dengan Peraturan Daerah  dan  ditempatkan  dalam
Pembaran Daerab, Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD
sebueni dasar pelaksansan oleh Sekretarvis DPRD.

Pasal (6 y

Cukup jelas

Pasal 17

INetentuan  ini berard  bahwa  pengajuan,  pembahasan usulan
Anggaran  DPRD  diberlakukan sama  seperti  usuian peranglkat
aerah  lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban
Keuangan DPRD dan Sekretaris DPRD  termasuk bagian laporan
pertangungjawaban  akhir  tahun  Kepala Daerah  dalam  rangka
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukap | jelas

Pasal 20
: Culaap jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DALRAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAIIUN 2004 NOMOR 007.



